
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2025-2026 

Masa Persidangan : V 

Rapat Ke : 9 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Dengan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI dan Ketua Badan Wakaf 

Indonesia 

Sifat Rapat : Terbuka  

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juni 2026 

Waktu  : Pukul 13.00 WIB – Selesai  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2  

Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 

Acara :   1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 

  2. Isu-isu Aktual 

Ketua Rapat :   Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H. 

Sekretaris Rapat :   Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin 

Hadir :   1. 20 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 

  2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 

  3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI beserta Jajaran; 

  4. Ketua Badan Wakaf Indonesia beserta Jajaran. 

 

I. PENDAHULUAN: 

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.56 WIB dan 

dinyatakan terbuka untuk umum.  

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Abidin Fikri, S.H., 

M.H., didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan 

para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid dan H. Ansory Siregar, 

sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas. 
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II. KESIMPULAN RAPAT  

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan agenda, 

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 dan Isu-Isu Aktual, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
 

1. Komisi VIII DPR RI mencermati capaian kinerja BAZNAS RI tahun 2025 yaitu:  

a. Capaian pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan 

lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp1.147.727.944.540,- (satu triliun seratus 

empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus 

empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah). 

b. Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL tahun 2025 

sebesar Rp957.313.849.938,- (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga 

ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus 

tiga puluh delapan rupiah), dan rencana pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat tahun 2026 sebesar Rp1.394.716.537.249,- (satu triliun tiga ratus 

sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh 

tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). 

 

2. Komisi VIII DPR RI mencermati capaian kinerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

tahun 2025 dalam penghimpunan wakaf uang nasional sebesar 

Rp4.717.860.000.000-, (empat triliun tujuh ratus tujuh belas miliar delapan ratus 

enam puluh juta rupiah). 

 

3. Komisi VIII DPR RI mendesak BAZNAS RI dan BWI untuk mewujudkan target 

capaian tahun 2026 sebagai berikut: 

a. Pengumpulan ZIS-DSKL sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat 

ratus miliar rupiah).  

b. Penghimpunan wakaf uang sebesar Rp4.790.000.000.000,- (empat triliun 

tujuh ratus sembilan puluh miliar rupiah). 

 

4. Komisi VIII DPR RI mendesak BAZNAS RI dan BWI untuk meningkatkan kinerja 

tahun 2026 dengan memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan dan Anggota 

Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: 

a. Meningkatkan sosialisasi yang masif terkait berbagai jenis program ZIS dan 

Wakaf kepada badan usaha dan masyarakat umum guna meningkatkan 

penghimpunan ZIS dan Wakaf di tahun 2026; 

b. Mengoptimalkan dampak ZIS dan Wakaf kepada masyarakat dalam bentuk 

beasiswa, bantuan ekonomi produktif, dan berbagai program lain yang 

berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat; 

c. Mengoptimalkan potensi Wakaf Uang melalui berbagai upaya yang serius 

dan berkelanjutan; 

d. Memperkuat kerja sama antara BWI dengan Kementerian Agama RI dan 

Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses Sertifikasi Wakaf di 

berbagai daerah; 
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e. Melaksanakan kerja sama antara BAZNAS RI dengan Kementerian Haji dan 

Umrah RI terkait pengelolaan DAM jemaah haji Indonesia oleh BAZNAS RI; 

f. Percepatan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, guna memenuhi kebutuhan hukum serta menyesuaikan 

perubahan dan tantangan zaman. 

 

5. Komisi VIII DPR RI mendesak BAZNAS RI dan BWI untuk menyampaikan 

jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan dan pendalaman dari Pimpinan dan 

Anggota Komisi VIII DPR RI, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2026 

melalui Sekretariat Komisi VIII DPR RI. 

 

III.    PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 17.17 WIB. 

 

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA, 

 
TTD 

 
Dr. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


